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PERATURAN BUPATI SOALEMO 

NGMGR 09 TAHUN 2015 

TENTANG 

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN RINCIAN BANTUAN 

KEUANGAN KEPADA DESA/ALOKASI DANA DESA DAN INSENTIF 

SETIAP DESA KABUPATEN BOALEMO TAHUN ANGGARAN 2015 

BUPATI BOALEMO, 

bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (1) Undang- 

UndangNomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu 

sumber pendapatan Desa berasal dari alokasi dana 

desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan 

yang diterima Kabupaten, 

bahwa berdasarkan Pasai 96 ayat (1) Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa, Pemerintah Daerah mengalokasikan 

alokasi dana desa dalam anggaran pendapatan dan 

belanja daerah setiap tahun anggaran, 

bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (5) Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa, ketentuan mengenai tata cara 

pengalokasian Aiokasi Dana Desa diatur dengan 

Peraturan Bupati: 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati Boalemo tentang Tata Cara Pengalokasian dan
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Penetapan Rincian Bantuan Keuangan Kepada 

Desa/Alokasi Dana Desa dan Insentif Setiap Desa 

Kabupaten Boalemo Tahun 2015, 

Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang 

Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3965), 

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 14286), 

Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung desai 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400), 

Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234), 

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587): 

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ), 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310), 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 2014 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 

2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 

2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 20944): 

Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 6 Tahun 

2004 tentang Transparansi Pelayanan Publik dalam 

Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Boalemo 

(Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2004 
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Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Boalemo Nomor 111), 

Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 7 Tahun 

2004 tentang Partisipasi Masyarakat — dalam 

Penyelenggaraan Pembangunan dan Proses Kebijakan 

Publik di Kabupaten Boalemo (Lembaran Daerah 

Kabupaten Boalemo Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 112 ), 

Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 3 Tahun 

2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten 

Boalemo (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 

2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Boalemo Nomor 158 ), 

Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 7 Tahun 

2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten 

BoalemoTahun 2014 Nomor 7 ), 

Peraturan Bupati Boalemo Nomor 40 Tahun 2014 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah 

Kabupaten Boalemo Tahun 2014 Nomor 484). 

Peraturan Bupati Nomor &6 Tahun 2015 tentang 

Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Kepada Desa 

Kabupaten Boalemo Tahun 2015 (Berita Daerah 

Kabupaten Boalemo Tahun 2015 Nomor 493) 

Telaahan Staf Kepala Kantor Sosial dan 

Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Boalemo 

Nomor : 412.6/Sos/PM/39/1I1/2015 tanggal 27 

Februari 2015 tentang Workshop Bantuan Keuangan 

Desa Kabupaten Boalemo Tahun 2015 

Hasil Workshop Bantuan Keuangan Desa Kabupaten 

Boalemo Tahun 2015 yang dilaksanakan pada 

Tanggal 11 Maret 2015 bertempat di Aula Putra 

Tunggal Desa Modelomo Kecamatan Tilamuta



MEMUTUSKAN 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG TATA CARA 

PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN RINCIAN 

BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA/ALOKASI DANA 

DESA DAN INSENTIF SETIAP DESA KABUPATEN 

BOALEMO TAHUN 2015 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalm peraturan bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. 

De 

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Boalemo 

Bupati adalah Bupati Boalemo. 

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo. 

Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah 

kabupaten. 

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat 

yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat setempat asal usul dan adat istiadat 

setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

Pemerintah Desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan desa. 

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan 

perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa 

sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. 

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah lembaga yang di bentuk oleh 

masyarakat atau pemerintah desa yang sesuai dengan kebutuhan dan 

merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat. 
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Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala desa 

untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, 

menatausahakan,membayarkan dana serta mempertanggungjawabkan 

keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa. 

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang 

dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan 

langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai 

penyelenggaran pemeritah daerah dan pembangunan daerah. 

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah untuk 

membiayai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. 

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan 

digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, 

pelaksanaan — pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan 

pemberdayaan masyarakat. 

Bantuan Keuangan Kepada Desa adalah bantuan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Boalemo yang bersumber dari Dana Perimbangan Keuangan 

Pusat dan Daerah untuk penyelenggaraan operasional Pemerintahan 

Desa dan pemberdayaan masyarakat, melalui Alokasi Dana Desa (ADD) 

dan Pemberian Insentif bagi Aparat Desa, Lembaga Desa, PPKBD-Sub 

PPKBD, Kader Posyandu, Dasa Wisma, Pemangku Adat, Imam Jamaah, 

Guru Ngaji, Pendeta, Guru Sekolah Minggu, Mangku dan Guru 

Pesantian. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat 

APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang 

disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut 

APBDesa adalah anggaran tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas 

dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan 

Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. 

Alokasi Dana Desa adalah Dana APBD Kabupaten Boalemo yang 

dialokasikan kepada Pemerintah Desa dalam bentuk Bantuan Keuangan 

Kepada Desa untuk menyelenggarakan Otonomi Desa agar dapat tumbuh 
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dan berkembang berdasarkan keanekaragaman partisipasi, otonomi asli, 

demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. 

Insentif adalah Dana APBD Kabupaten Boalemo yang dialokasikan 

kepada Pemerintah Desa dalam bentuk Bantuan Keuangan Kepada Desa 

untuk membiayai Insentif bagi aparat Desa, Lembaga Desa, PPKBD-Sub 

PPKBD, Kader Posyandu, Dasa Wisma, Pemangku Adat, Imam Jamaah, 

Guru Ngaji, Pendeta, Guru Sekolah Minggu, Mangku dan Guru 

Pesantian. 

Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, 

perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan 

pelatihan, konsultasi, supervise pelaksanaan penyelenggaran 

Pemerintahan Desa. 

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan, 

atau bantuan kepada masyarakat pedesaan dalam memanfaatkan 

sumber daya alam secara lestari. 

Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses prubahan dan 

perbaikan disegala bidang kepentingan masayarakat kearah yang lebih 

baik. 

Pemeliharaan adalah kegiatan penanganan yang berupa pencegahan, 

perawatan dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan 

kondisi agar tetap berfungsi secara optimal. 

Rehab adalah kegiatan penanganan kegiatan terjadinya kerusakan yang 

luas dan setiap kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain, yang 

berakibat menurunnya konsisi kemantapan pada bagian/tempat tertentu 

dengan kondisi rusak ringan agar penurunan kondisi kemantapan 

tersebut dapat dikembalikan pada kondisi yang baik dan sesuai. 

BAB II 

TATA CARA PENGALOKASIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA 

DESA/ALOKASI DANA DESA DAN INSENTIF 

Pasal 2 

Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Bantuan Keuangan Kepada 

Desa/Alokasi Dana Desa dan Insentif untuk setiap Desa di Kabupaten 

Boalemo Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I 

M



  

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 

Boalemo ini. 

Pasal 3 

(1) Rincian Bantuan Keuangan Kepada Desa/Alokasi Dana Desa dan Insentif 

untuk setiap Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Boalemo Tahun 

Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung dengan 

cara: 

a. Rumus penetapan Alokasi Dana Desa sebagai berikut : 
  

ADD - ADDM # ADDP 

      

Keterangan : 

ADD - Alokasi Dana Desa 

ADDM - Alokasi Dana Desa Minimai (perolehan 

tiap desa sama) sebesar 60 

ADDP - Alokasi Dana Desa Proporsional 

(berdasarkan perhitungan koefisien 

variabel) sebesar 40 Yo 

b. Rumus untuk menentukan Bantuan Keuangan Kepada Desa/Alokasi 

Dana Desa Proporsional! 

  

| 
| ADDPx - BDx (ADD-SADDM ) 
!     

Keterangan : 

ADDPx - Alokasi Dana Desa Proporsional untuk 

dcsa x 

BDx - Nilai Bobot Desa untuk Desa x 

ADD - Total Alokasi Dana Desa 

YADDM - Total Alokasi Dana Desa Minimal 

Xx - Desa 

c. Penentuan Nilai Bobot Dcsa (BDx) ditcntukan berdasarkan bebcrapa 

variabel independen. Varibale independen terdiri dari variabel 

independen utama dan variabel tambahan. Variabel independen yang 

digunakan adalah: Y



d. Variabel independen utama yaitu Jumlah Penduduk, Luas Wilayah 

Desa,Jumlah Pemegang Kartu Perlindungan Sosial. 

e. Rumus untuk menentukan Nilai Bobot Desa (BDx). 

  

BDx 5 a1KVI #- a2KV2 #4........ an KVn 

    
  

Keterangan : 

Bally BIA senam an adalah angka bobot dari masing-masing 

variabel 

KVI, KV 2 ....KVn adalah koefisien masing-masing variabel 

f. Penetapan Variabel dan Bobot Variabel: 

  

  

    
  

(No Variabel | Angka Bobot 

1. | Jumlah penduduk” Tt 0,30 

2. Luas wilayah desa 0,20 

3. Jumlah Pemegang Kartu 0,50 

Perlindungan Sosial 

— Jumlah 1,00       
  

Keterangan : 

- Variabel Jumlah Penduduk Adalah Jumlah Penduduk per desa 

- Variabel Keluarga Miskin (Gakin) adalah jumlah keluarga miskin 

per desa 

- Variabel Luas Wilayah adalah luas wilayah desa 

(2) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf f bersumber dari Dinas yang berwenang 

dan/atau Badan yang menyeleggarakan urusan pemerintahan di bidang 

| 
statistik



BAB III 

PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA/ALOKASI DANA DESA 

DAN INSENTIF 

Pasal 4 

(1) Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Desa/Alokasi Dana Desa dan 

Insentif Setiap Desa Kabupaten Boalemo Tahun 2015 dilakukan melalui 

pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas 

Umum Desa. 

(2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas 

Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah 

Permohonan Pengajuan Pencairan Masuk Ke Badan Pengelola Keuangan 

dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo. 

(3) Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Desa/Alokasi Dana Desa dilakukan 

secara bertahap: 

a. tahap I paling lambat bulan April sebesar 5045 (lima puluh perseratus), 

b. tahap II paling lambat bulan Agustus sebesar 50» (lima puluh 

perseratus), 

(4) Penyaluran Insentif Kepala Desa dan Perangkat Desa, Insentif BPD, LPM, 

Kader Posyandu, PPKBD-Sub PPKBD, Ketua Dasawisma, Pemangku Adat, 

Imam Jamaah, Guru Ngaji, Pendeta, guru Sekolah Minggu, Mangku dan 

Guru Pesantian dilakukan pertriwuian (setiap 3 bulan). 

(5) Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Desa/Alokasi Dana Desa tahap I 

dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan: 

a. APBDesa paling lambat bulan Maret, dan 

b. laporan realisasi penggunaan Bantuan Keuangan Kepada 

Desa/Alokasi Dana Desa Tahun sebelumnya. 

c. Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa 

menyampaikan laporan realisasi pengunaan Dana Desa semester I. 

(6) Persyaratan Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Desa/Alokasi Dana 

Desa dan Insentif, berdasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 

2015 sebagaiman disebutkan dalam pasal 9. 

Pasal 5 

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang- 

undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari 

sampai dengan tanggal 31 Desember. U



    

Pasal 6 

(1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDcsa harus didukung dcngan 

bukti yang lengkap dan sah. 

(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan 

oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan 

bukti dimaksud. 

(3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat 

dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan 

menjadi peraturan desa. 

(4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak 

lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang 

dipungutnya ke rekening kas ncgara scsuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Pasal 7 

(1) Kepala Desa dengan berkoordinasi dengan camat setempat menyampaikan 

laporan realisasi penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Desa Tahap I dan 

Tahap Il kepada Bupati. 

(2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: 

a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran 

berjalan, 

b. Tahap II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran 

berikutnya. 

Pasal 8 

(1) Bupati menunda penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Desa/Alokasi 

Dana Desa dan Insentif dalam hal kepala desa tidak menyampaikan 

APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan Tahap sebelumnya. 

(2) Penundaan sebagaimana ayat 1 dilakukan sampai dengan disampaikannya 

APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan Tahap sebelumnya. 

(3) Bupati mengurangi penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Desa/Alokasi 

Dana Desa dan Insentif dalam hal di temukan penyimpangan pelaksanaan 

yang mengakibatkan SILPA tidak wajar. 1 |



    

(4) SILPA Bantuan Keuangan Kepada Desa/Alokasi Dana Desa dan Insentif 

yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana 

yang lebih (tiga puluh per seratus) dari Dana yang diterima Desa. 

(S5) Saldo Bantuan Keuangan Kepada Desa/Alokasi Dana Desa dan Insentif 

yang tidak dircalisasikan pada tahun anggaran berjalan akan menjadi 

SILPA Tahun Anggaran Berikutnya. 

BAB IV 

PENUTUP 

Pasal 9 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setip orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Boalemo. 

        
Ditetapkan di Tilamuta 

Pada tanggal 347 Maret 

Diundangkan di Tilamuta 

Pada tanggal 

SEKRETARIS DAE KABUPATEN BOALEMO 

NX 

  

Ir. SUJARNO ABD. HAMID 

NIP. 195812261989031004 

BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2015 NOMOR Las
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KEC./OESA KADES SEKDES BENDAHARA | OPERATOR KADUS PPKBD/SUB POSYANDU | DASAWISMA PA.DLL 

WOKOSARI 

27 

27 

27 

27. 

27 

27 

ri Rukun 

UI 

il 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

8 

9 21 31 000 

21 1 1 000 

1 65 31 

27 245 

21 13,440 74 

1 27 1 1 200 444 

194,800,000 95,040,000 | 277,200,000 92,400,000 s4,000,000 | 574,200,000 | 472,560,000 | 3ag,os0o,00d | 120,960,000 | 210,000,000 | 458,640,000 | 253,200,000 632,626,000 4,043,776,000 
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KEC./DESA KADES SEKDES KAUR BENDAHARA | OPERATOR KADUS PPKBD/SUB POSYANDU | DASAWISMA PA.OLL 

PAGUYAMAN 

27 

21 

Mustika 27 

Mutiara 21 

Permata 27 

tua 27 

27 

27 

27 

27 

27 284 

Kol 27 

Kramat 21 21 

27 27 231 

IV 1 000 27 1 1 297 

1 600 600 21 27 1 1 1 51 1 

280,400,000 j 118,800,000 | 435,600,000 | 145,200,000 | 132,000,000 | 666,600,000 | GeA,769,000 | 609,940,G00 | 152,880,600 1 330,000,000 | 492,480,000 | 231,600,600 1,129,487,000 5,418,647,000 

1 
  
 



KEC./DESA 

DULUPI 

3 

4 

5 

6 

1 

8 T Barito 

JUMLAH 

PAG. PANTAI 

Bubaa 

Limbatihu 

Bukit 

  

JUMLAH 

TOTAL 

JUMLAH TOTAL 

  

KADES 

1 

1 

105,600,600 

1 

105,600,009 

1,082,400,000 

SEKDES KAUR BENDAHARA | OPERATOR 

27, 

27 

1 27 

Z 1 27 

1 1 

31,680,600 | 158,400,000 52,800,000 48,000,000 | 303,600,600 | 285,120,000 

27 

27 

27. 

27 

21 

1 

7 1 27 

55,440,000 | 158,400,000 52,800,000 49,000,050 | 134,800,000 | 221,760,000 

403,920,000 | 1,623,600,000 | 541,200,000| 492.000,000 | 2,422,200,000 | 2,632.080,000 | 2,273,040,000 

LPM 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

221,760,600 

27 

27 

27 

27 

27 

221,760,000 

16,473, 720,000 

PPKBD/SUB POSYANDU | DASAWISMA 

7 61 

4 1 1 A1 

665,720,000 | 120,000,000 j 254,160,000 | 126,000,000 546, 711,000 

1 

21 

1 

1 

7,200,009 

1 

Z 

45,120,020 | 120,000,000 | 117,360,000 79,200,000 424,105,000 

554,880,000 | 1,230,000,000 | 2,138,400,000 | 1,080,000,000 4,748,080,000 

21,221,800,000 

Lavean 

! M 

287 

281,104 

2,320,551,000 

1,834,345,000 

21,221,300,000   
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